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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A.  Tinjauan Teoritis Mengenai Kejahatan 
Sebelum membahas mengenai teori-teori penyebab kejahatan, 
sebelumnya penulis kemukakan mengenai pengertian viktimologi serta 
kejahatan pada umumnya. 
1.   Pengertian Viktimologi 
Cara pandang tentang penanggulangan kejahatan tidak hanya terfokus 
pada timbulnya kejahatan atau metode yang digunakan dalam penyelesaian para 
pelaku kejahatan. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami 
adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan tertentu dapat 
menjadi pemicu munculnya kajahatan. Saat berbicara tentang korban kejahatan, 
maka kita tidak terlepas dari Victimologi.  
Victimologi berasal dari bahasa latin “Victima” yang berarti korban 
dan “Logos” yang berarti ilmu. Secara terminologi Victimologi berarti suatu 
studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan 
akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai 
kenyataan sosial, korban dalam lingkup Victimologi mempunyai arti yang luas 
sebab tidak hanya terbatas pada individu yang nyata menderita kerugian, tapi 
juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah.
13
 Akibat penimbulan 
korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta 
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mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya 
suatu kejahatan. 
Menurut  kamus Chrime Dictionary yang orang ahli dikutip seorang 
ahli bahwa victim adalah “orang yang telah medapat penderitaan fisik atau 
penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas 
perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana 
dan lainya.
14
 Dalam kamus ilmu pengetahuan social disebutkan bahwa 
victimologi adalah studi tentang tingkah laku victim sebagai salah satu penentu 
kejahatan. 
15
  
Pendapat Arif Gosita mengenai pengertian victimologi ini sangat luas, 
yang dimaksud korban disini adalah mereka yang menderita jmaniah dan 
rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri 
sendiri dalam konteks kerakusan individu dalam memperoleh apa yang 
diingingkan secara tidak baik dan sanggat melanggar ataupun bertentangan 
dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, Sebab dan kenyataan sosial 
yang dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan pidana 
(kejahatan) saja tetapi dapat korban bencana alam, korban kebijakan 
pemerintah dan lain-lain.
16
 
 
2.  Pengertian Kejahatan atau Tindak Pidana 
Kejahatan adalah sudah ada sejak dahulu kala di dalam suatu 
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masyarakat, dan dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat. Menurut 
pendapat Kartini Kartono, Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang 
melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat 
menentangnya”.17) Sedangkan menurut Richard Quinney adalah “suatu 
rumusan tentang tingkah laku manusia yang diciptakan oleh alat-alat yang 
berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi, dengan 
begitu suatu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan”.18 Selanjutnya 
Kartono berpendapat bahwa Kejahatan adalah tingkah laku manusia yang 
bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, melanggar 
hukum serta Undang-undang pidana.
19
 
Kejahatan memang merupakan gejala masyarakat yang amat sangat 
mengganggu ketentraman, kedamaian serta ketenangan masyarakat yang 
seharusnya lenyap dari muka bumi ini, namun demikian seperti halnya siang 
dan malam, pagi dan sore, perempuan dan laki-laki, maka kejahatan tersebut 
tetap akan ada sebagai kelengkapan adanya kebaikan, kebajikan dan 
sebagainya. Benarlah  jika ada ungkapan bahwa : kejahatan yang selalu akan 
ada, seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang, seperti halnya 
musim yang akan berganti-ganti dari tahun ke tahun.
20
  
Dari beberapa ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa kejahatan 
merupakan suatu gangguan terhadap ketentraman, ketenangan dan keamanan 
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masyarakat yang harus dihilangkan dari muka bumi ini, namun sesuai dengan 
sifat kodratnya sebagai kebalikan dari adanya kebaikan, maka kejahatan 
tersebut akan selalu ada dan akan tetap ada di muka bumi ini tidak dapat 
dimusnahkan sama sekali. 
 
3.  Macam-macam / Bentuk-bentuk Kejahatan 
Pembagian tipologi kajahatan menurut R. Soesilo didasarkan pada dua 
aspek yaitu : Pertama, berdasarkan obyek hukum yang diserangnya atau 
dilanggar oleh kejahatan itu, dan Kedua, berdasarkan cara atau modus 
operandi kejahatan tersebut.
21
 
Selanjutnya, jika dilihat dari obyek hukum yang diserangnya, maka 
kejahatan dibagi menjadi : 
a) kejahatan terhadap keamanan negara; 
b) kejahatan terhadap martabat kedudukan Presiden dan Wakil 
Presiden; 
c) kejahatan terhadap ketertiban umum; 
d) kejahatan terhadap kekuasaan umum; 
e) kejahatan terhadap kesusilaan; 
f) kejahatan terhadap kebebasan orang; 
g) kejahatan terhadap nyawa orang; 
h) kejahatan terhadap harta benda; 
i) kejahatan Politik; 
j) kejahatan Konvensional; dan 
k) kejahatan Terorganisasi. 
l) Kejahatan Profesional.22 
 
Sedangkan menurut Kartini Kartono bahwa berdasarkan obyek hukum 
yang diserangnya, kejahatan dibagi dalam : 
1. kejahatan ekonomi; fraude, penggelapan, penyelundupan, 
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pencurian, penjambretan, perdagangan barang-barang 
terlarang (Narkotika, buku-buku dan bacaan pornografi, 
minuman keras, dan lain-lain), pengeroyokan, penyuapan 
untuk mendapatkan monopoli-monopoli tertentu dan lain-
lain; 
2. kejahatan politik dan Hankam (pertahanan dan keamanan 
negara), pelanggaran ketertiban umum, pengkhianatan, 
penjualan rahasia negara pada agen-agen negara asing dan 
lain-lain; 
3. kejahatan kesusilaan, pelanggaran seks, perkosaan, fitnah; 
4. kejahatan terhadap jiwa orang lain dan harta benda.23 
 
Apabila dilihat dari cara atau modus operandinya kejahatan itu, bentuk 
atau tipe kejahatan dibagi menjadi tiga yaitu : 
 Pertama, kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si 
penderita dapat melihat baik perbuatan maupun pelakunya, tanpa atau dengan 
menyadari perbuatannya itu merupakan suatu kejahatan, misalnya 
penganiayaan, penghinaan, pencurian dengan kekerasan, berbagai macam 
penipuan, banyak kejahatan seks dan pembunuhan. Sebaliknya kejahatan 
yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si penderita atau si korban pada 
waktu dilakukannya kejahatan yang menimpa dirinya tidak dapat melihat 
perbuatan atau pelakunya, atau tidak dapat melihat perbuatan dan pelaku 
kedua-duanya, misalnya penggelapan, pemfitnahan, penadahan, peracunan, 
macam-macam pencurian, berbagai macam kejahatan pemalsuan dan lain 
sebagainya. Kedua, Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat 
pembantu khusus, yang berupa senjata, perabot, bahan-bahan kimia dan lain 
sebagainya, seperti pembunuhan dengan senjata api atau racun, pengrusakan 
dengan bom, penganiayaan dengan pentungan, pencurian dengan cara 
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merusak kunci pakai linggis. Sebaliknya ada juga kejahatan yang dilakukan 
tanpa bantuan alat-alat khusus, seperti membunuh dengan mencekik, atau 
meninju. Ketiga, Kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan fisik, tipu daya, 
pemaksaan seperti pemerkosaan, perampokan dan lain-lain. Sebaliknya ada 
pula yang dilakukan dengan cara biasa, seperti mencuri barang di tempat 
yang mudah dijangkau tanpa pelaku harus menggunakan kekerasan atau tipu 
daya.
24
 . 
 
B.  Teori Causa / Penyebab Kejahatan 
 Untuk mengetahui sebab-sebab suatu tindak pidana dapat dikatakan 
sukar, karena harus dilihat dari faktor-faktor pribadi pengaruh lingkungan dan 
pengaruh lainnya seperti riwayat hidupnya sejak kecil. Menurut Multiple 
Factors Theory : “Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka 
ragam, dan faktor-faktor itu dewasa ini tidak bisa disusun menurut suatu 
skema tertentu. Atau lain perkataan untuk menerangkan kelakuan kriminal 
memang tidak bisa dengan teori ilmiah.  
Sedangkan yang dimaksud perilaku jahat manusia menurut Kohlberg 
ditentukan oleh setidak-tidaknya dua faktor yaitu : 
a. Faktor  pendorong, keinginan yang datang dari dalam manusia sendiri    
yang menuntut untuk dipenuhi egoisme dan rangsangan yg datang dari 
luar; 
b. Faktor penghambat, kendali dari dalam diri sendiri (moral) dikontrol 
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dari masyarakat luar, ancaman, hukuman dan lain-lain.
25
 
Lain halnya dengan Sutherland dalam bukunya Principle of 
Criminology bahwa kejahatan terjadi disebabkan oleh tiga faktor yang 
berpengaruh secara timbal balik yaitu: 
a. Pemilihan pekerjaan ditentukan oleh bakat maupun lingkungan; 
b. Norma-norma jabatan, terutama di dalam pekerjaan yang terus 
menerus menimbulkan kontak; 
c. Kesempatan yang diberikan oleh pekerjaan.26 
 Mazhab Sosialis, memandang bahwa kejahatan timbul karena tekanan 
ekonomi.
27
 Seseorang menjadi jahat karena terlilit persoalan ekonomi, seperti 
miskin, pengangguran atau baru di-PHK. 
Becker, berbeda lagi pandangannya, menurutnya kejahatan terjadi 
karena proses labeling sebagai akibat reaksi masyarakat. Masyarakat memberi 
cap yang jelek, sehingga mengganggu jiwanya, yang kemudian frustasi 
sehingga dilakukannya suatu kejahatan. Sedangkan Aristoteles (384. 322 S.M) 
berpendapat bahwa : “adanya hubungan di antara masyarakat dan kejahatan  
yaitu dalam wujud peristiwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan 
kejahatan”.28 
Tentang adanya hubungan antara perekonomian dengan kejahatan 
dapat kita rasakan. Plato dan Aristoteles berpendapat: "Kemiskinan 
(kemelaratan) dapat mendorong manusia untuk melakukan kejahatan dan 
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pemberontakan".
29
 Perbedaan antara miskin dan kaya merupakan gejala 
ekonomi, demikian pula perbedaan antara pengusaha, pekerjaan, buruh, 
penganggur merupakan gejala ekonomi pula. Perbedaan-perbedaan itulah 
yang kadang-kadang sangat menyolok menyebabkan timbulnya ketegangan-
ketegangan dalam masyarakat,  pertentangan- pertentangan sehingga akan 
menimbulkan kejahatan. 
Hal-hal yang sangat mudah sekali menimbulkan kegoncangan dalam 
kehidupan masyarakat yang berakibat langsung atau tidak langsung timbulnya 
kejahatan antara lain: urbanisasi, pengangguran, gelandangan (tuna wisma, 
tuna karya dan sebagainya). 
Selanjutnya tokoh lain berpendapat bahwa kebanyakan Kejahatan 
salah satunya juga disebabkan karena bacaan dan film. Yang dianggap punya 
pengaruh seksual yang berbahaya terhadap remaja terutama gambar-gambar 
cabul dengan rangsangan erotik, gambaran-gambaran kehidupan penjahat 
yang menarik dengan dalang iklim pertualangan yang penuh dengan 
rangsangan, yang berbeda dengan kehidupan orang jujur yang membosankan 
memberi dorongan kepada kecenderungan kriminal dan membuat 
pelanggaran. 
Terutama bagi remaja yang terlalu banyak membaca bacaan-bacaan 
buruk, dianggap pengaruhnya berbahaya, dan menghalang-halangi mereka 
melakukan hal-hal yang sehat di waktu senggang mereka. Juga dianggap 
bahwa ada pengaruh kejahatan yang lebih langsung dari bacaan demikian, 
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ialah gambaran sesuatu kejahatan tertentu yang dapat berpengaruh langsung 
dan suatu cara teknis tertentu kemudian dapat dipraktekkan oleh si pembaca. 
Malahan bacaan buruk tadi berpengaruh baik sampai suatu batas 
tertentu mengimbangi pengaruh buruknya, dalam arti membelokkan 
kecenderungan kriminal dengan jalan memberi kepuasan kepada khalayak 
sehingga mungkin memberi jalan keluar demikian pula bagi si pembaca. 
Jangan dilupakan bahwa kebutuhan akan bacaan buruk kadang-kadang tidak 
saja sukar tapi bahaya bila dinetralisir dengan tindakan-tindakan untuk moral. 
film-film porno di samping bacaan picisan dan koran-koran untuk sensasi, 
film dianggap menyebabkan pertumbuhan kriminalitas terutama kenakalan 
remaja akhir-akhir ini. Dan film ini oleh kebanyakan orang dianggap yang 
paling berbahaya. Memang disebabkan kesan-kesan yang mendalam, dari apa 
yang dilihat dan didengar dengan cara penyajian yang negatif, pertunjukkan 
film mungkin sekali jelas terkenang kembali dalam sanubari kita dan dapat 
menggugah khayalan. Lagi pula, sekali nonton film-film tersebut 
menimbulkan ketagihan \ntuk terus ingin nonton film-film tersebut. Akibatnya 
si remaja melakukan perbuatan mencuri untuk dapat membeli karcis di 
bioskop, dan hal yang terakhir yang perlu disebutkan disini adalah pengaruh 
tempat gelap, remang-remang dan suasana dalam gedung bioskop memberi 
kesempatan untuk praktek-praktek jelek atau perbuatan yang dapat dipidana. 
Cyril Burt dalam bukunya The Young Delinguent sebagaimana dikutip 
oleh R.Soesilo, mengatakan sebagai berikut : 
“Bahwa hanya orang-orang yang mentalnya terbelakang dan lemah 
ingatan yang menirukan adegan-adegan dari film, dan yang ditiru 
bukan perbuatannya, tapi hanya caranya karena dorongan jahatnya 
memang sudah ada padanya. Burt menganggap pengaruh umum hal-
22 
 
hal yang sukar dicapai seperti digambarkan dalam film lebih penting, 
karena gambaran-gambaran yang tidak sungguh dan tidak sehat 
tentang kehidupan seks dapat menimbulkan pertentangan mental pada 
anak muda remaja. Tetapi bila dibandingkan dengan banyaknya film 
yang diproduser dan lepas dari sensor, korbannya biasanya hanya 
mereka yang memang karena pembawaannya punya kelakuannya anti 
sosial.
30
 
 
Faktor penyebab lainnya adalah adanya dorongan biologis yang besar 
membuat seseorang melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, 
sebagaimana dikatakan oleh Sudarto, bahwa : “Kriminalitas orang-orang 
berusia lanjut agaknya timbul dari ketidak sesuain atau ketidak seimbangan 
antara hasrat nafsu keinginan (libido) dan kemungkinan pemuasan atau 
potentie. 
31
 
Kenyataan yang tak dapat disangkal lagi bahwa lingkungan 
mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa seseorang baik 
sebagai individu maupun sebagai mahluk masyarakat. Dalam kaitannya 
dengan faktor lingkungan ini tokoh penting dari mashab Perancis atau mashab 
lingkungan G. Trade mengatakan bahwa :“Kejahatan bukan suatu gejala yang 
antropologis tapi sosiologis, yang seperti kejadian-kejadian masyarakat 
lainnya dikuasai oleh peniruan.”32 Pendapat tersebut, juga dipertegas oleh para 
ahli kriminologi dan sosiologi yang berpendapat bahwa : “Kondisi lingkungan 
yang tidak waras merupakan tempat persemayaman bagi kejahatan (Evil 
Resides in an imperfect environment)”.33 
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Faktor yang tidak kalah pentingnya dengan faktor-faktor penyebab 
timbulnya tindak pidana adalah kesempatan. Kesempatan merupakan susunan 
keadaan disekitar waktu tindak pidana dilakukan. Faktor ini harus dipandang 
sebagai penyebab sesungguhnya dan yang pokok adanya tindak pidana. 
Bonger dalam bukunya “Pengantar Tentang Kriminologi” mengatakan bahwa: 
“Sebagian besar dari kejahatan seksual adalah kejahatan “karena kesempatan 
(jalan yang sunyi dan lain-lain). Mengenai hal ini, beberapa ahli sosiologi 
(sosiolog) berpendapat sama mengenai penyebab kejahatan karena adanya 
kesempatan, hal ini dapat dilihat dari pendapatnya berdasarkan dari sudut 
pandang sosiologis yaitu: “Bahwa kejahatan itu bersumber di masyarakat, 
masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan 
masyarakat sendiri yang menanggung akibatnya  dari kejahatan itu, oleh 
karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di dalam pergaulan 
masyarakat itu sendiri.”34 
 
C.  Tinjauan Teoritis Mengenai Penanggulangan Kejahatan 
Menurut Noach, bahwa “kejahatan sesungguhnya tidak dapat 
dihilangkan dalam masyarakat, yang mungkin adalah hanya mengurangi atau 
membatasi adanya kejahatan tersebut.”35 
Dari definisi yang disebutkan oleh Noach dapat disimpulkan dimana 
ada masyarakat maka disitu akan terjadi kejahatan, hal ini merupakan kejadian 
yang sangat wajar, karena masyarakat pasti ada perbedaan dalam pelaksanaan 
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hak dan kewajiban. Ketidak selarasan pelaksanaan hak dan kewajiban 
menyebabkan timbulnya kejahatan.  
Pernyataan tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Barnes 
& Teeters, bahwa “Kejahatan akan selalu ada, seperti adanya penyakit dan 
kematian pada manusia yang selalu pasti terjadi serta berulang-ulang adanya 
seperti halnya musim yang akan berganti-ganti dari tahun ke tahun”.36 
Dalam ilmu Kriminologi, secara garis besar dikenal ada 2 cara 
penanggulangan kejahatan, yaitu : 
1. Moralistik adalah penanggulangan kejahatan dengan lebih 
menekankan kepada cara melakukan pembinaan moral/ akhlak dan 
budi pekerti, agar masyarakat tidak berbuat jahat atau jadi korban 
kejahatan. 
2. Abolisionistik adalah penanggulangan kejahatan dengan cara 
menekan atau menghilangkan factor-faktor yang menjadi penyebab 
timbulnya suatu kejahatan.
37
 
Sedangkan Purniati berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan 
dengan cara non konvensional meliputi : 
1. Pemantapan aparat penegak hukum dan jajaranya 
2. Pemantapan hukum dan perundangan 
3. Pemantapan system peradilan 
4. Forum koordinatif antara praktisi hukum seperti Penasehat 
hukum, JPU, Hakim  dengan instansi terkait seperti 
lembaga pendidikan, pemerintah maupun organisasi 
kemasyarakatan. 
5. Pemberdayaan masyarakat dalam wujud pengamanan 
swakarsa lingkungan. 
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Dari pendapat Purniati dapat disimpulkan bahwa cara menanggulangi 
kejahatan didalam masyarakat lebih menekankan atau memantapkan kepada 
aparat dan sistem hukumnya yang akan berlaku didalam masyarakat.  
 
Berkenaan dengan langkah pencegahan tersebut, IS Soedarto 
berpendapat bahwa pencegahan terhadap kejahatan dapat dilakukan dengan 2 
cara yaitu : 
1. Pencegahan langsung, yaitu dengan cara : 
a. Pengamanan dengan sarana fisik untuk menghilangkan 
kesempatan, seperti lampu penerangan, pagar, lemari besi, 
jalan, dll 
b. Penjagaan atau patroli 
c. Perbaikan struktur sosial dan ekonomi 
d. Menghindari hubungan dengan pelaku potensial 
e. Perbaikan peraturan yang kurang sempurna 
 
2. Pencegahan dengan cara tidak langsung, yaitu berupa : 
a. Penyuluhan/pendidikan/Pembinaan moral 
b. Penimbulan kesan adanya suatu pengawasan38 
 
 
D.  Tinjauan Teoritis dan Yuridis tentang Tindak Pidana Perkosaan 
1.  Pengertian Perkosaan 
Secara sederhana perkosaan diartikan sebagai suatu perbuatan 
bersetubuh dengan cara kekerasan dan bertentangan dengan kehendak korban. 
Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan dalam hal ini adalah termasuk 
menakut-nakuti atau mengancam, jadi tidak selalu diartikan dengan kekerasan 
jasmaniah. Selain itu dalam hal ini perlu dibuktikan dengan adanya 
pernyataan tidak setujunya pihak yang menjadi korban. 
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Lain halnya dengan Sudrajad Bassar, mengartikan perkosaan secara 
singkat, yaitu : Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh 
seorang pria terhadap seorang wanita, dan hanya dilakukan pula di luar 
perkawinan.
39
 Sedangkan Wirjono Projodikoro, memberikan pengertian 
perkosaan berasal dari bahasa Belanda Verkrachting, yaitu perkosaan untuk 
bersetubuh, mengingat perkosaan itu sendiri banyak ragamnya seperti 
perkosaan hak politik, perkosaan jabatan dll. Dan lebih tegas lagi Drs. Peter 
Salim dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer menyatakan bahwa 
Perkosaan adalah perbuatan memerkosa, penggagahan sebagai perbuatan 
memaksakan kehendak kepada orang lain dengan kekerasan serta tanpa 
persetujuannya untuk melakukan segala hubungan seksual.
40
 
 
2.  Aspek Yuridis Tindak Pidana Perkosaan 
Secara yuridis, pengertian perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 
285 KUHP yag berbunyi : Barang  siapa yang dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar 
perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara 
paling lama dua belas tahun.
41
 
Dari pasal di atas, ditetapkan secara yuridis, bahwa suatu perbuatan 
disebut sebagai tindak pidana perkosaan, jika memenuhi unsur-unsur sebagai 
berikut : 
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1) Barang siapa 
Pengertian “barang siapa” ialah tindak pidana perkosaan dapat 
dilakukan oleh siapa saja, artinya oleh semua laki-laki tanpa 
memandang usia dan kedudukan atau pekerjaannya.
42
 
2) Dilakukan dengan memaksa (kekerasan atau ancaman 
kekerasan) 
“Memaksa” mengandung makna suatu tindakan atau perbuatan 
yang dilakukan oleh seseorang, agar orang tersebut melakukan 
suatu tindakan atau perbuatan sesuai dengan apa yang 
diinginkan oleh si pemaksa, baik dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, sedangkan perbuatan itu tidak dikehendaki 
oleh korban. Sebagaimana Sianturi memberikan pengertian 
“memaksa” sebagai berikut : 
“Suatu tindakan sedemikian rupa, yang memojokkan seseorang 
hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar bagi orang itu 
selain dari pada mengikuti semua kehendak dari si pelaku atau 
si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi pemaksa untuk 
mengambil resiko yang merugikannya.
43
 
“Kekerasan” menurut pasal 89 KUHP, yaitu membuat orang 
menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Dalam penjelasan 
pasal tersebut, kekerasan diartikan  mempergunakan tenaga 
atau kekuatan jasmani, seperti memukul dengan tangan atau 
senjata, menendang dll. 
Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut 
Sianturi adalah : 
“Ucapan, tindakan atau isyarat seseorang  dalam suatu keadaan 
yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan pada orang 
yang diancamnya itu bahwa ancamannya benar-benar akan 
dapat berakibat menimbulkan kerugian bagi kebebasan, 
kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam.
44
 
3) Untuk melakukan bersetubuh 
Mengenai makna dari “Persetubuhan” menurut Sianturi adalah: 
Pertama, berdasarkan penjelasan pasal 285 KUHP adalah 
perpaduan antara anggota kemaluan pria dan wanita yang biasa 
dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan 
pria harus masuk ke dalam anggota kemaluan wanita, sehingga 
mengeluarkan air mani. Kedua, persetubuhan dalam pengertian 
biologis, adalah suatu perbuatan yang memungkinkan 
terjadinya kehamilan.
45
 
4) Dengan seorang wanita di luar perkawinan (bukan istrinya) 
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Pengertian wanita di luar perkawinan ialah korban dalam hal 
ini adalah seorang yang berjenis kelamin wanita, jadi seorang 
waria (wanita tapi pria) bukanlah yang dimaksud obyek 
perkosaan menurut pasal ini. Kemudian yang di maksud di luar 
perkawinan adalah wanita tersebut belum atau bukan istrinya 
yang sah menurut hukum. Jadi jika memaksa bersetubuh 
dengan cara kekerasan terhadap istrinya sendiri bukan masuk 
dalam kategori perkosaan. Tentu lain jika masih berstatus calon 
istri atau mantan istri, atau jika dalam hukum adat istri atas 
dasar kawin siri adalah termasuk di luar perkawinan. 
Ada yang beranggapan bahwa istri adalah barang milik 
suami, sehingga dapat diperlakukan dengan semaunya 
termasuk memaksakan hubungan seksual. Istri harus tunduk 
tanpa syarat kepada suami, termasuk di atas ranjang. Tidak 
mengherankan jika Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa 
“seorang suami boleh-boleh saja memperkosa istrinya dan 
perbuatan tersebut tidak akan dihukum”.46 
Sementara ini, harus diakui bahwa Marital Rape masih 
dianggap sebagai perbuatan yang sah dan wajar karena istri 
diharuskan untuk selalu patuh dan taat pada setiap perintah 
suami, sehingga dalam KUHP Marital Rape tidak dimasukkan 
sebagai tindak pidana perkosaan. 
Dari unsur yang terakhir (wanita bukan istrinya) itulah 
tertutup kemungkinan pasal 285 KUHP ini dapat diberlakukan 
terhadap perkosaan yang dilakukan suami terhadap istri, karena 
keduanya sudah jelas masih dalam ikatan tali perkawinan yang 
sah. 
Diakui bahwa di masyarakat kita dari dulu hingga kini, 
mengenai  perkosaan dalam perkawinan masih menjadi 
polemik dan merupakan permasalahan yang masih menjadi 
perdebatan kontroversial dalam masyarakat. Karena sebagian 
masyarakat setuju jika perkosaan dalam perkawinan dinyatakan 
sebagai tindak pidana, tetapi sebagian lagi menolak pernyataan 
tersebut, semua ini karena system patriarkhi yang masih kental 
dalam masyarakat kita, sehingga seorang istri tidak dapat 
menolak keinginan (seks) suami, walau dengan alasan yang 
dapat diterima (wajar), karena penolakan istri diartikan sebagai 
kesalahan yang besar (nusyus). 
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan, tepatnya bab IV mengatur tentang hak dan 
kewajiban suami istri. Pada pasal-pasalnya secara tegas hak dan 
kedudukan suami istri dinyatakan sama atau seimbang. Jadi 
dapat diartikan suami istri harus saling meghormati dan tidak 
boleh saling memaksakan kehendaknya tanpa ada persetujuan 
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diantara mereka. Dinyatakan pula pada pasal 34 ayat (3) jika 
suami istri melalaikan kewajibannya maka dapat diajukan ke 
pengadilan. Namun sayangnya tidak ditemukan bentuk sanksi 
jika melanggar ketentuan tersebut sehingga tidaklah terlalu 
mengejutkan jika lebih banyak perempuan (istri) memilih diam 
ketika menerima kekerasan pada dirinya dari pada menuntut ke 
pengadilan. 
 
 
E. Tinjauan Teoritis Mengenai Peranan Korban dalam Kejahatan 
1.   Pengertian Korban 
Secara etimoligis viktimologi berasal dari bahasa latin “Victim”  yang 
berarti korban , dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi pengertian 
viktimologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari korban sebagai 
akibat tindak pidana. 
Ilmu ini lahir dilatar belakangi oleh mulai adanya perkembangan 
perhatian terhadap korban kejahatan yaitu pada abad pertengahan. Perhatian 
terhadap korban kejahatan ini kemudian merupakan embrio kelahiran dari 
suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan Victimologi.
47
 Selanjutnya 
Benyamin Mendelsohn menyatakan dirinya sebagai orang yang pertama 
melahirkan konsep victimologi, Dialah yang mengusulkan agar dalam studi 
kriminologi dikembangkan suatu disiplin ilmu baru yaitu viktimologi, namun 
perlu dipisahkan dan bukan bagian dari kriminologi. Pendapat Benyamin 
Mendelsohn tersebut sebenarnya telah diawali oleh pemikiran Hans von 
Hentieg, yang mengatakan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara 
penjahat dan korban kejahatan.
48
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Pada abad ke 19, perkembangan ilmu viktimologi,  ditandai dengan 
makin maraknya konferensi maupun simposium, seperti simposium 
Internasional Victimology di Jerusalem 5-6 September 1973, yang disusul 
kemudian dengan simposium berikutnya pada tanggal 5-9 oktober 1976. 
Viktimologi dianggap penting, karena dapat membantu menambah kecerahan 
dalam menghadapi penjahat dan korbannya. 
Dalam rangka memperkaya wawasan mengenai viktimologi, berikut 
ini penulis kemukakan beberapa pengertian viktimologi dari para sarjana, 
yaitu antara lain menurut Mendelsohn, bahwa viktimologi adalah suatu 
pengetahuan yang tugasnya meneliti korban secara biologis, psikologis dan 
sosial, meneliti seorang petindak atau pelaku oleh kriminologi adalah kuno.  
Hans von Hentieg dalam The Criminal and His Victim mengatakan bahwa 
korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan. 
Sedangkan Cornil mengatakan bahwa korban perlu mendapatkan perhatian 
yang lebih besar dari Kriminologi dan Victimologi karena sebagai bahan 
pertimbangan dalam membuat kebijakan kriminal serta pembinaan terhadap 
petindak atau pelaku. 
Dari beberapa pendapat tersebut, nampak bahwa victimologi berusaha 
untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan korban kejahatan, baik 
keadaannya, maupun statusnya sebagai korban, agar terhadapnya dapat 
dilakukannya upaya perlindungan hukum. 
Sebagai contoh korban perkosaan misalnya, jelas kita ketahui ada 
suatu hal yang “hilang” dalam diri korban itu sendiri, bahkan ia masih akan 
31 
 
(mungkin) mengalami kehamilan, keputusasaan, kegilaan, kesakitan dan 
akibat-akibat lain yang serupa. Selama ini hanya pelaku tindak pidana saja 
yang menjadi fokus upaya hukum dengan pemberian sanksi pidana, 
sedangkan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban hampir 
terabaikan. Keadaan korban perkosaan baik atau buruk diserahkan kepada 
keluarganya masing-masing. Keadaan tersebut jelas bertentangan dengan 
pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri.  
Padahal dalam Undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 27 telah 
dinyatakan secara tegas : Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan 
hak yang sama didalam hukum maupun pemerintahan tanpa terkecuali.
49
 
Jadi bukan hanya menjatuhkan pidana bagi pelaku kejahatan 
perkosaan sesuai dengan hak korban yang nampak, akan tetapi sebenarnya 
atau semestinya masih ada pula hak korban yang harus diperhatikan dan tidak 
nampak seperti hilangnya keperawanan, kehamilan, rasa malu, trauma yang 
berkepanjangan, dan lain sebagainya. 
Korban kejahatan, adalah barang siapa yang menederita fisik, mental, 
material dan status sosial oleh akibat baik secara langsung maupun tidak dari 
suatu kejahatan.
50
 
Pengertian istilah “korban tindak pidana” sudah dikenal sejak adanya 
kejahatan dan pelaku kejahatan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidak 
ada kejahatan tanpa adanya korban, tidak ada korban tanpa adanya pelaku. 
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Hubungan antara pelaku dan korban merupakan hubungan “dwi tunggal” 51 
Kecuali dalam “Victimless crime”, atau kejahatan tanpa korban, dimana 
pelaku sekaligus korban, seperti pelacuran, perjudian, tindak pidana 
Narkotika (pemakai)
52
. 
Arif Gosita mengatakan bahwa Korban diartikan sebagai mereka yang 
menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang 
mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang 
bertentangan dengan kepentingan hukum dan hak-hak asasi yang menderita.
53
 
Ditambahkan Oleh Cohen, bahwa kerugian yang dimaksud tidak hanya fisik, 
tetapi juga psikis atau mental, harta benda,  dan termasuk pula sosial (status). 
Bahkan ditambahkan pula oleh Cohen, bahwa crime victim, tidak 
hanya diartikan sebagai orang yang secara langsung terkena akibat suatu 
perbuatan jahat, akan tetapi meliputi juga keluarga korban yang menerima 
akibat yang sama (dengan korban), walaupun secara tidak langsung.
54
 
2. Macam-Macam Korban 
Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli 
maupun sumber dari konvensi konvensi sebagaimana diantaranya adalah 
sebagai berikut : 
1. Arif Gosita : Korban adalah mereka yang menderita 
jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang 
mencari pemenuhan, kepentingan diri sendiri atau orang lain 
yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang 
dirugikan.  
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2. Muladi : Korban (Victim) adalah orang-orang yang baik 
secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian 
termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau 
gangguan subtansial terhadap hak-haknya yang fundamental, 
melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di 
masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. 
3. UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam 
rumah tangga. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan 
dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. 
4. UU No. 27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan 
rekonsiliasi. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok 
orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun 
emosional. Kerugian ekonomi atau mengalami pengabdian, 
pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban 
adalah ahli warisnya. 
5. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara 
Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak 
AsasiManusia yang Berat.Korban adalah orang 
perseoranganatau kelompok orang mengalami penderitaan 
sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang 
memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, 
gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun. 
55
 
 
Tipologi korban yang dapat diidentifikasi dari keadaan dan status 
korban, tipologi yang dimaksud adalah : 
1. Unrilated Victims, yaitu korban yang tidak ada hubunganya 
sama sekali dengan terjadinya korban, seperti korban kecelakaan 
pesawat terbang dalam hal ini pertanggungjawaban sepenuhnya 
terletak pada pelaku. 
2. Provocating Victims,yaitu seseorang yang mendorong dirinya 
menjadi korban, seperti korban perselingkuhan, korban dalam 
hal ini juga sebagai pelaku. 
3. Participating Victims,yaitu seseorang yang tidak berbuat apa-
apa namun sikapnya mendorong dirinya menjadi korban, seperti 
orang yang menggunakan perhiasan yang berlebihan. 
4. Biologically Victims,seseorang yang memiliki kelemahan atau 
potensial untuk menjadi korban, seperti orang tua renta, anak-
anak,dll. 
5. Sociologycally Victims, yaitu seseorang yang memiliki 
kedudukan sosial yang rendah yang menyebabkannya menjadi 
korban, seperti korban perdangangan perempuan. 
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6. Sel Victimizing Victims, yaitu seseorang yang menjadi korban 
karena kejahatan yang dilakukanya sendiri, seperti pengguna 
obat bius,judi,aborsi.
56
 
 
 
 
3. Peranan Korban Dalam Kejahatan 
Menurut Arif Gosita, sebagaimana halnya manusia lain pada 
umumnya, korban kejahatan sesungguhnya memiliki hak-hak mendasar 
yang melekat akibat kejahatan yang menimpa dirinya. Hak-hak itu antara 
lain adalah: 
1. Berhak memperoleh kompensasi 
2. Berhak memperoleh kompensasi tapi untuk ahli waris 
3. Berhak mendaptkan pembinaan dan rehabilitasi 
4. Berhak mendapatkan kembali hak miliknya 
5. Berhak menolak menjadi saksi bila mengancam dirinya 
6. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman 
7. Berhak mendapatkan penasehat hukum.
57
 
 
Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, perlindungan korban 
tersebar dalam beberapa ketentuan hukum yaitu : 
a. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berupa 
pemerian ganti rugi   dalam upaya hukum pra peradilan, yaitu 
dalam pasal 95 ayat 1 KUHAP. Bahwa setiap kerugian oleh 
perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam Pasal 98 ayat 1 
KUHAP. 
b. Pasal 14 c KUHP, pemebrian ganti rugi seluruhnya atau sebagaian 
dari korban sebagai salah satu syarat memperoleh pidana percobaan 
c. Pasal 33 UU Narkotika,  yaitu segala beaya rhabilitasi dibebankan 
kepada negara dan keluarga korban. 
d. Pasal 95 KUHAP, yaitu tersangka yang salah tangkap, tahan dan 
tuntut, atau tindakan lain (penggeledahan, penyitaan) berhak 
mengajukan pra peradilan. Disini hanya perlindungan korban 
akibat tindakan penegak hukun 
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e. Pasal 98 KUHAP : jika ada seseorang yang menderita kerugian  
berhak mengajukan ganti rugi, sebelum pembacaan requisatoir, 
bersama-sama dengan pemeriksaan pidanannya. 
 
Meskipun demikian, patut dipahami bahwa timbulnya suatu kejahatan 
karena ada tiga unsur yaitu pelaku, korban dan sarana (alat untuk melakukan 
kejahatan. Dalam terjadinya kejahatan, korban tidak lain adalah sebagai 
obyek dari kejahatan itu sendiri, dalam arti bahwa “korbanlah yang seringkali 
merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan, membuat seseorang 
menjadi penjahat”.58 
Lebih dipertegas oleh Hentiege, bahwa peranan korban terhadap 
timbulnya kejahatan yang menimpa dirinya,meliputi empat macam, yaitu: 
a. Tindakan korban memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi. 
b. Kerugian akibat tindak kejahatan itu, mungkin dijadikan sarana 
untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. 
c. Bekerja sama antara korban dengan si pelaku. 
d. Kerugian akibat tindak kejahatan, sebenarnya tidak terjadi bila 
tidak ada provokasi dari si korban.
59
 
 
Sedangkan mengenai tipe korban, Hentiege membagi kedalam empat 
tipe korban kejahatan, yaitu : 
a. Tipe apatis dan malas, yaitu orang yang tidak mau bekerja keras, 
sehingga mengambil keputusan yang pendek tanpa memikirkan 
resiko yang timbul sesudahnya. 
b. Tipe menyerahkan diri, yaitu orang yang tidak mau berusaha dan 
menyerahkan diri pada nasib. 
c. Tipe kooperati (ikut membantu), yaitu turut serta melakukan 
tindak kejahatan. 
d. Tipe pro aktif, yaitu menyuruh atau bekerja sama dengan pelaku 
untuk melakukan kejahatan.
60
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Israel Drapkin dan Emilio Viano, membagi tipologi korban ke 
dalam tiga tipe yaitu : 
a. Seseorang yang tidak tahu akan terjadi kejahatan, tidak ingin serta   
sudah waspada terhadap timbulnya kejahatan. 
b. Seseorang yang tidak ingin menjadi korban tindak kejahatan, akan 
tetapi tingkah lakunya seolah-olah menyetujui kejahatan menimpa 
dirinya. 
c. Seseorang yang tahu kemungkinan terjadinya kejahatan, walaupun 
sebenarnya tidak ingin menjadi korban.
61
 
 
Dalam hal terjadinya tindak kejahatan, sebenarnya Paul 
Separovic membagi tiga hal mengenai keadaan dimana seseorang menjadi 
korban, yaitu: 
1. Faktor Personal, yaitu suatu keadaan biologis (umur, jenis 
kelamin, fisik dan mental) dan psikologis, dimana berpotensi 
menjadi sasaran kejahatan. 
2. Faktor Sosial, yaitu suatu pekerjaan, perilaku, serta hubungan 
antar pribadi yang merangsang pelaku kejahatan melaksanakan 
niatnya. 
3. Faktor situasional, yaitu suatu tempat dan waktu yang 
memungkinkan atau memberi peluang timbulnya kejahatan.
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